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P U T U S A N

                           Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.Jmb

               

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Jambi yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ratih  Anjani  binti  Ngabidin,  tempat/tanggal  lahir  Jambi,  05  Mei  1999,

NIK:1571084505990001,  agama  Islam,  Kewarganegaraan

Indonesia,  pendidikan  SMP,  pekerjaan  buruh  harian  lepas,

tempat kediaman di Jalan H Adam Malik,  RT.01, Kelurahan

Kebun Handil, Kecamatan Jelutung,  Kota Jambi, selanjutnya

di sebut sebagai Penggugat;

                                                       Melawan

Efrizon  bin  Asnawi,  tempat/tanggal  lahir Muara  Kilis, 01  April  1998,

NIK:1509020104980003,  agama  Islam,  Kewarganegaraan

Indonesia,  pendidikan  SD,  pekerjaan tidak  bekerja,  tempat

kediaman  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Jambi,

Jalan  Kapten  Patimura,  Kelurahan  Rawasari,  Kecamatan

Alam  Barajo,  Kota  Jambi,  selanjutnya  disebut  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  tanggal  17  Nopember

2023 telah  mengajukan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama,  dengan  Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.Jmb,  tanggal  27

Nopember 2023,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

                                               Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 1163/Pdt.G/2023/PA.Jmb

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

26  September  2019  tercatat  pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Jelutung, Kota Jambi sesuai kutipan Akta Nikah Nomor:0292/016/IX/2019,

tanggal 26 September 2019;

2. Bahwa  pada  waktu  akad  nikah,  Penggugat  berstatus  perawan  dan

Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  bersama

sebagai  suami-istri  dengan  bertempat  tinggal  di  kediaman  bersama

bertempatan di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten

Muaro Jambi, Provinsi Jambi, (sampai Januari 2023);

4. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  melakukan  hubungan  suami

isteri (ba’da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : 

- Azhka Jora Pranata bin Efrizon, tempat/tanggal lahir Jambi, 24

Mei  2020,  NIK:1571082405200003,  agama  Islam,  Kewarganegaraan

Indonesia, pendidikan belum sekolah, diasuh Penggugat;

5. Bahwa  pada  mulanya  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  berjalan  rukun dan harmonis namun sejak bulan  Januari  2022

mulai  goyah,  yakni  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi

perselisihan  yang  disebabkan  karena  Tergugat  tidak  bertanggung  jawab

dalam nafkah, selingkuh dengan wanita lain, sering mabuk, dan pecandu

narkoba;

6. Bahwa  ketika  terjadi  perselisihan  diantara  Penggugat  dan  Tergugat

mengakibatkan Tergugat ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II  A

Jambi;

7. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat  dan Tergugat  terjadi

pada bulan Januari  2023 disebabkan masalah yang sama menyebabkan

antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama

11 bulan, dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah menjalankan

tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;

8. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap

anak maupun Penggugat;
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9. Bahwa upaya perdamaian yang melibatkan dua belah pihak keluarga

telah terlaksanakan, namun tidak berhasil;

10. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul

akibat perkara ini;

Bahwa  berdasarkan  alasan  dan  dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada Pengadilan Agama Jambi untuk memanggil kedua belah pihak guna

didengar keterangannya dan memeriksa serta mengadili  perkara ini dengan

amar berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan  seadil-adilnya; 

          Bahwa Penggugat dan kuasa menghadap sendiri  di  persidangan

sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai

wakil  atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun

telah di  panggil secara resmi dan patut  dan  ketidakhadiran Tergugat bukan

disebabkan oleh suatu halangan yang sah;  

          Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat

agar berbaikan dan berdamai kembali dengan Tergugat, serta menerangkan

akibat negatif dari perceraian, namun usaha tersebut tidak berhasil; 

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

pernah hadir di persidangan;

       Bahwa selanjutnya dalam pesidangan yang tertutup untuk umum,

dibacakanlah  surat  gugatan  Penggugat,  yang  pada  prinsipnya  tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  untuk  menguatkan  dali-dalil  gugatannya  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  0292/016/IX/2019,  tanggal  26

September 2019,  yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
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Urusan Agama, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi,  yang telah bermatrai

dan  dinazzeglen  dan  setelah  dicocokkan  dengan  aslinya  oleh  Ketua

Majelis ternyata cocok, ternyata cocok lalu diberi kode P, dan diparaf;

2. Fotokopi  Salinan Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN. Jmb tanggal

05 Oktober 2023 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Negeri  Jambi,  telah  bermeterai  cukup  dan  di-nazegeling,  dan  setelah

dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok, diberi kode

P.2 diberi tanggal dan paraf;

 Bahwa  setelah  diberi  kesempatan  Penggugat menyatakan  tidak

mengajukan alat bukti saksi karena Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara

selama  8 (delapan)  tahun  dan  Penggugat  telah  mencukupkan  alat  bukti

tertulis  tersebut  dan  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  yang  pada

pokoknya  menyatakan  tetap  pada  gugatannya  dan  selanjutnya  mohon

putusan;

           Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada

berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

                                      PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana  terurai di atas;

Menimbang,  bahwa Majelis Hakim telah mempelajari  berkas perkara

aquo,  ternyata Pengadilan Agama  Jambi berwenang untuk memeriksa dan

mengadili  perkara  ini  sesuai   dengan   maksud  Pasal  49  Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-

undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk

dipertimbangkan dan diadili;

           Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat datang menghadap sendiri  (in person) di persidangan sedangkan

Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula

terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh
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karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat

diperiksa dan diputus dengan verstek;

        Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4)

Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  Majelis  telah  berusaha  dengan

sungguh-sungguh  menasehati  Penggugat  agar  bersabar  dan  kembali

membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha

tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  upaya  mediasi  sebagaimana  yang  dimaksud

PERMA Nomor 1 Tahun 2016  tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak

pernah datang ke persidangan;

            Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah

pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan

harmonis,  namun  sejak  bulan  Januari  2022  mulai  goyah,  yakni  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  yang  disebabkan

karena Tergugat  tidak bertanggung jawab dalam nafkah,  selingkuh dengan

wanita  lain,  sering  mabuk,  dan  pecandu  narkoba, Tergugat  ditahan  dalam

Tahanan Rutan  Lapas Kelas  II  A Jambi,  dan puncak  perselisihan diantara

Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023, yang menyebabkan

antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah temapat tinggal selama kurang

lebih selama 11 bulan;

          Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat

telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis

P dan serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  terhadap  alat  bukti  tertulis  P.1 yang  diajukan

Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi

Kutipan Akta Nikah Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat

secara  formil  sebagai  alat  bukti  dimana  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang

berwenang  untuk  itu  dan  merupakan  fotokopi  sah  dari  suatu  akta  otentik,

khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah sesuai dengan

aslinya;
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Menimbang,  bahwa  disamping  itu,  alat  bukti  P.1  tersebut  memuat

keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi

syarat materil  karena berdasarkan bukti  P.1 yang diajukan Penggugat telah

terbukti  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dan  masih  terikat  dalam

perkawinan yang sah sehingga Penggugat  dengan Tergugat  adalah pihak-

pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa alat  bukti  P.2,  Putusan  Tergugat  telah  dijatuhi

hukuman  penjara  selama  8 (delapan) tahun, maka alat bukti tersebut cukup

untuk  menguatkan  atas  gugatan  Penggugat,  maka  berdasarkan  ketentuan

Pasal  19  huruf  (c)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan

bahwa “Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 8 (delapan ) tahun atau

hukuman yang  lebih  berat  setelah  perkawinan  berlangsung  Jo.  Pasal  116

angka (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  di  atas,  dalil

gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah karena

Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri (P.2) selama

8 (delapan) tahun karena telah melakukan tindak pidana tentang Narkotika;

Menimbang,  bahwa  apabila  dalil  gugatan  Penggugat  dihubungkan

dengan  bukti  surat  dan  Putusan  Pengadilan  Negri  Jambi  di  persidangan,

majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  adalah suami  isteri  yang sah  yang

telah  menikah  pada  tanggal  26  September  2019, dan  belum  pernah

bercerai;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan

harmonis,  namun  sejak  bulan  Januari  2022  tidak  rukun  dan  tidak

harmonis lagi, dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

3. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak

bulan Januari 2023 kerena hukuman penjara selama 8 tahun, dan antara

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tempat tinggal selama

11 bulan;
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4.  Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil; 

           Menimbang, dari fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat

dan  Tergugat  adalah  pasangan  suami  isteri  yang  sah  yang  tidak  pernah

bercerai,  dengan  demikian  Penggugat  dan  Tergugat  berkualitas  hukum

sebagai pihak-pihak dalam perkara ini,  dan Penggugat berhak mengajukan

gugatan  terhadap  Tergugat  ke  Pengadilan  Agama  sebagaimana  dimaksud

pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang,  fakta  poin  (2)  yang menyebutkan bahwa rumah tangga

Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2022

dan  setelah  itu  tidak  rukun  dan  harmonis  lagi, karena  telah  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkarann, apabila dihubungkan dengan fakta poin (3)

dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 11

bulan dan fakta poin (4) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

bisa  lagi  terujutnya  perdamaian  lagi,  dan  dapat  dikategorikan  rumah

tangganya  telah  pecah  sudah  sulit  untuk  disatukan  lagi,  maka  harus

dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif

alasan  perceraian  sebagaimana  dimaksud  oleh  Pasal  19  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991); 

Menimbang,  bahwa  Majelis  berpendapat  perselisihan  sebagaimana

yang  dimaksud  dalam  pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami

tidak  hanya  dalam  bentuk  pertengkaran  zahir  saja  dan  juga  terdapat

perselisihan secara  diam-diam  yang menyebabkan pasangan suami  isteri

sudah  tidak  tidur  dalam  satu  tempat  tidur,  tidak  makan  dalam  satu  meja

makan,  dan  saling  tidak  perduli  satu  sama  lainnya  maka  hal  itu  dapat

dikatakan  sebagai  perselisihan,  dan  alasan  perceraian  sebagaimana

ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada

para pihak, suami atau isteri  yang menjalani perkawinan, akan tetapi  pada
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lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan

sudah  terlihat  adanya  keretakan  dan  keretakannya  itu  sudah  sulit  untuk

diperbaiki dan disatukan kembali (broken married), maka cukup alasan untuk

membubarkan perkawinan tersebut  tanpa  mempersoalkan lagi  pihak  mana

yang menjadi penyebab terjadi  perselisihan dan atau pertengkaran  tersebut;

Menimbang,  majelis  perlu  mengingatkan  kepada  Penggugat  bahwa

suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam

keadaan apapun, sebagaimana firman Alloh dalam surat al-Rum ayat 21:

Artinya:”Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan

untukmu  isteri-isteri  dari  jenismu  sendiri,  supaya  kamu  merasa

cenderung  dan  merasa  tentram  kepadanya,  dan  Dia  menjadikan

diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang,  sesungguhnya  pada  yang

demikian  itu   benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi  kaum  yang

berfikir.” (al-Rum:21);

                          Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  firman  Allah  SWT  pada  Surat  Ar

Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

tersebut  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk

mendapatkan  ketentraman  dan  dalam  rangka  membentuk  keluarga  yang

bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka

apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak

ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan

itu sudah rapuh;
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Menimbang,  bahwa  untuk  mempertahankan  perkawinan  harus  ada

keinginan  yang  kuat  (ghirah)  dari  kedua  belah  pihak  suami  dan  isteri,

sementara dalam kasus  a quo pihak Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak

sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah

tidak  ada  lagi  karena  secara  lahir  (fisik)  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

berpisah tempat tinggal selama 11 bulan dan Penggugat telah menunjukkan

sikap di persidangan tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka

majelis  berkesimpulan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  sulit  untuk

disatukan kembali;

Menimbang,  bahwa  menurut  penilaian  Majelis  Hakim  bahwa  rumah

tangga  penggugat  dengan  Tergugat  sudah  sulit  untuk  dirukunkan  kembali,

mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan  mengakibatkan lahir dan

batin Penggugat tersiksa dan kehidupan Penggugat terlantar karena Tergugat

tidak  memperdulikan  Penggugat  lagi, karena  apabila  rumah  tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  tetap  dipertahankan  keutuhannya  akan

menimbulkan  mudrat  dan  konplik  yang  berkepanjangan  bagi  kedua  belah

pihak hal tersebut didasari oleh suatu  kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam

Kitab Ushul Fiqh karangan Abdul Wahab Khallaf yang selanjutnya diambil alih

oleh  pendapat  Majelis  sebagai  pertimbangan  hukum  dalam  putusan  ini

menegaskan sebagai berikut :

  المصالح جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya:  “menolak  mafsadat  lebih  diprioritaskan  dari  pada  menarik

(mempertahankan) kemashlahatan”

          Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa

apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki

dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang

lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian jalan yang terbaik bagi

Penggugat;

           Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengemukakan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996,
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yang  menyatakan  ”Dalam  hal  perceraian  tidak  perlu  dilihat  dari  siapa

penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,

tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu

masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas  cukup alasan bagi  Majelis  untuk  mengabulkan gugatan Penggugat

dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat  terhadap  Penggugat;

          Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Jambi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

ayat  (1)  Kompilasi  Hukum Islam,  bekas  istri  (Penggugat)  meskipun  dalam

masa  iddah  tidak  boleh  rujuk  dengan  bekas  suaminya  (Tergugat),  tetapi

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam

bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, beralasan

bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

hukum syara’ yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

2.  Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3.  Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Efrizon  bin  Asnawi)

terhadap Penggugat (Ratih Anjani binti Ngabidin);

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 770.000,00  

    (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah); 

          Demikianlah  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama  Jambi  pada  hari  Rabu tanggal  20  Desember

2023 Masehi bertepatan dengan tanggal  07 Jumadil Akhir

1445 Hijriah  oleh  Dra. Hj. Ernawati, S.H.,M.Ag sebagai Ketua Majelis,
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Drs.  H.  Dasril,  S.H,  M.H.  dan  Drs.  Syaiful  Bahri,  S.H  masing-masing

sebagai  Hakim Anggota,  putusan tersebut  diucapkan pada hari  itu  juga

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan

dibantu oleh  Rosmala., S.Ag M.H.I.,  sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat dan kuasa tanpa hadirnya Tergugat;  

        

Ketua Majelis,

                              Dra. Hj. Ernawati, S.H,.M.Ag.

   Hakim Anggota.I                                         Hakim Anggota II     

Drs. H. Dasril,S.H, M.H.                              Drs. Syaiful Bahri, S.H  

                      
                                     Panitera Pengganti   

                                        

                                                                    

                                   Rosmala., S.Ag M.H.I
Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran Rp   30.000,00 
  2.  Proses Rp   75.000,00 
  3.

  4. 

 Panggilan 

 BNBP Pgl 1

Rp 625.000,00 

Rp   20.000,00
  5.  Redaksi Rp   10.000,00 
  6.  Meterai Rp   10.000,00 

   Jumlah Rp 770.000,00
   (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah ) 
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